
GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA.TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PtrMBtrNTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSi JAWA TtrNGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

GUBtrRNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka peningkatan daya saing dan kepercayaan
konsumen terhadap mutu produk pangan segar di Provinsi Jawa
Tengah teiah diterbitkan Peraturan Gubernur Jau.a Tengah
Nomor 97 Tahun 2OO9 tentang Otoritas Kompelen Iieamanan
Pangan Daerah Provinsi Jarva Tengah, schubungan c.lcnqar-r
adanya perkembangan keadaan khususnyer pcrkemb:utgan
regulasi di bidang Pangan maka Pcraturan Gubernur dimaksud
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Otoritas
Kompeten Kemanan Pangan Daerah:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun l950 tentang Pembe ntul<an
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peratulan Negerra
Tahun 195O Halaman a6-92);

Undang-Undang Nomor 1B Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2072 Nornor227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O 1,1 te ntar-rg Pcmcrin lahzrrr
Daerah (Lembaran Negara Repr-rbl:ik Indonesia Tahun 2A11
Nomor 244, Tambahan I-embar:rn Ncgara l?cpublik Indoncsia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dir-r bal'r tcral<hrr
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indr.rnesia
Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Re publik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 2B Tahun 2004 tentang Keamanan,
Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Incloncsia
Tahun 2OO4 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4424);

2.

b.

Mengingat : 1 .

4.



5.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang l{etahan:rn
Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 60, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680);

Peraturan Daerah Provinsi Jat'a Tengah Nomor 9 Tahun 20 16

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jau'a Tengath 'lahur-l

20 16 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 85);

Menetapkan :

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG OTORITAS KOMPE'IDN
KEAMANAN PANGAN DAtrRAH PROVINSI JAWA TtrNGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah,

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah scbagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksartaart urusan pemerinlahan vang
menjadi kewenangan Dae rah Olonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jarl'a Tengah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jarva Tettgah.

5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

6. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusal yang selanjutnya disingkat OI(PP-
P adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pcrtanian vang
sesuai dengan tugas lungsinya diberikan ke,"l'enangan untuk me-1aksan erl<ern

pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.

7. Otoritas Kompe te n Keamanan Pangan Dacrah f,ang sclanjutnl ar disingl<at
OKPP D adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah 1.61ng

sesuai dengan tugas fungsinya diberrkar-r ker'venangan untr-rl< me-lzrksanakan
pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.

8. Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian adalah tata cara dalan ber-ituk,
tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdal'a organisasi unluk mencrapkal-l
Sistem Jaminan Mutu pacla proses budidayal pasca panen dan pcngolahern
hasil pertanian.

9. Pangan Hasil Pertanian adalah pangan yang berasal dari tanaman yang
meliputi produk holtikultura, tanaman pangan Can perkeburlan serta pangan
yang berasal dari hewan meliputi produk ternak dan hasil peternakan yang
belum mengalami pengolahanJ yang dapat dikonr:msi langsung dan/atau yang
dapat menjadi bahan baku pengoiahan pangan.

10. Verilikasi adalah rangkaian keglatan penilaian be:rkesinambungan olch OI{PP-
P untuk membenkan jaminan terlulis kepada OKI{P-D bahrva sistctn
manajemen mutu yang diterapkan telah sesuai dengan persYaratan slandar
yang diacu.



11. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Sistem
Manajemen Mutu barang atau jasa sebagai pengakuan diterapkannl'a Siste m
Jaminan Mutu.

12. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikalr oleh lembaga/ laborato|iun-L
yang telah diakreditasi/ ditunjuk untuk menyatakan bahau''a bararlg' .ltrsir,
proses, atau personil telah memenuhi standar var-rg telah dipcrsl'aralkan

13. Sertifikat Hasil Uji atau Laporan Hasil Uji adalah dokumen yang diterbitkan
oleh laboratorium pengujr, yang me ncantuml<an hasrl pengujian atas conloh
produk yang telah diuji menurt spesifikasi, metode uji, atau stanclar tertentu.

74. Hazard Analisys Cntical Control Point yang selanjutnva disingkat FIACCP

adalah suatu konsepsi manajemen mLltu yang diterapkan untuk membcril<an
jaminan keamanan produk pangan.

15. Inspektur/ Pejabat Fungsional Perrgawas MLttu Hasil Pertanian ]'ang
selanjutnya disingkat Inspektur/ Jabatan Fungsional PMHP adalah personil
yang secara resmi ditugaskan olel-r Otoritas Kompeten Keamanan Pangat-t
untuk melakukan pengau'asan dan penelitian terhadap unit usaha atau
lembaga dalam menerapkan system jaminan mutu pangan yang dilenlllkan.

16. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya )/ang dipcrlukan unluk
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran blologis, kimia, dan benda lain
yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kcschatan m:rttusia.

17. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ke ten tuan-ke ten tuarn lain
yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan scgar terscbLtl dari
kemungkinan adanya bahala, bark karcna ccmaran biologis, krmier dan bcncla
lain yang dapat mcngganggu, mcrugikan dan mcmbah.ry:rkern l<cschzrtarr-r

manusia.

18. Label Pangan adalah setiap kcterangan mengenai pat'rgan 1'ang berberttul<
gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bcntuk lain yang disertakan pacla
pangan, dimasukkan ke da1am, ditempelkan p:rda, atau merupakan bagian
kemasan Pangan.

19. Laboratorium penguji adalah laboratorium yang melakukan kegialan
pengujian terhadap contoh pangan hasrl pcrtanian yang scsuai
spesilika si/ metod e uj i.

20. Mutu Pangan adaiah nilai 1.ang ditentukan atas dasar kriterra keamanan
pangan, kandungan gtzi dan standar perdagangan terhadap bahetn mal<anan,
makanan dan minuman.

21. Prima 1 adalah perangkat penilaian 1,ang dibe rikan terhadap pe laksanaan
usaha tani dimana produk vang dihasill<an aman dikonsumsi, bermutu baik
serta cara produksinya rarnah lingkungan.

22.Prima 2 adalah perangkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan
usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu
baik.

23. Prima 3 adalah perangkat penilaian yang drberikan tcrhadap pelaks:r.naat-t
usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

24. Pendaltaran Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah proses legalitas Pangan

J.'ang berasal dari tumbuh:tn dan bcluir mcngalami pengoiahan scrlet dap:rl
dikonsumsi langsung dan/atau mcnjadi bahan baku Pengolahan, melalui
proses penanganan panen dan pasca panen yang bajk dan benar'

25. Rumah Kemas adalah suatu bangunan lempat meuangani kegiatan
penanganan pasca panen hasil hortikultura dan produk pangan scgar sejak
dipanen sampai pengemasan dan siap didistribusikan ke pasar lujuan



26. Pendaltaran Rumah Kemas adalah suatu proses penilaian bangunan tempat
menangani kegiatan penanganan pasca pancn hasil hortikultura clan pangan
segar lainnya sejak dipanen sampai pengemasan dan siap did jstrjbusil<an kc
pasar tujuan dengan cara yang baik dan benar'

27 . Heatth Certificate adalah Pemberian legahtas terhadap produk pangan se gar
asal tumbuhan yang diberikan kepada produscn bahu'a produk -v.rng
dimaksud bebas dari penl,akil terterllu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk OKKP-D.

BAB III
KtrDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedu d ukan

Pasal 3

OKPP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non
struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

OKPP-D mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam pengau'asan
mutu dan kemanan pangan hasil pertanian di Daeralr, melalur:

a. Penyusunan Dokumen Sistem Mutu OKKP-D

b. penerbitkan sertifikat Prima 3, Prima 2, Nomor Register Pangan Segar Asal
Tumbuhan, Nomor Register Rumah Kemas dan Health Certiftcate komoditas
ekspor pangan segar asal tumbuhan;

c. pembekukan berlakunya sertifikat Prima 3, Prina 2, Nomor Register Pangan
Segar Asal Tumbuhan, Nomor Register Rumah Kemas dan Health Certificate
komoditas ekspor pangan segar asal tumbuhan;

d. pencabutan sertifikat Prima3, Prima 2, Nomor Register Pangan Segar Asal
Tumbuhan, Nomor Register Rumah I{emas dan Health Ceftificate komoditas
ekspor pangan segar asal tumbuhan.



13agian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, OKKP-D

mempunyai fungsi:

a. pelayanan sertifikasi Prima 3, sertifikasi Prirrra 2, Pendaftaran Pangan Segar
Asal Tumbuhan, Pendaftaran Rumah Kemas, dan Penerbitan Heolth Certificate
komoditas ekspor pangan segar asal tumbuhan;

b. pelaksanaan kegiatan audit yang ditugaskan OKKP-P;

c. pelayanan pendaftaran pangan segar hasil pertanian, pelaporan pelaksanan
kegiatan sertifikasi dan pendaftaran kepada Kelua OKKP-P;

d. pelaksanaan pengawasan pangan yang telah mendapatkan se rlifikat Prima 3,
sertifikat Prima 2, Register Pangan Segar Asal Tumbuhan, Register Rumah
Kemas, dan Health Ceftificate.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Susunan Organisasr OKKP,D sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 te rcliri
dari:

a. Dewan Pengarah;

b. Ke tua;

c. Komisi Teknis;

d. Inspektur/Jabatan Fungsional PMHP;

e. Ma najer Adminisrrasi;

f. Manajer Mutu;
g. Manajer Teknis;

h. Anggota.

(2) OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(3) Struktur Organisasi OKKP D se bagimana dimaksud pada a1'aL (1 ) rcrcanl urm
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak tcrpisahkar-r dari per;rturan
Gubernur ini.



Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 7

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (i) huruf a terdiri
dari:

a. Ketua;

b. Wakil Ketua I;

c. Wakil Ketua II;

d. Anggota yang terdiri dari para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah
Provin si Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Ketua

Pasal B

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijabat oleh
Kepala Dinas.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin pelaksanaan tugas dan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

Bagian Keempat
Komisi Teknis

Pasal 9

( 1 ) Komisi Teknis se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf c,

mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua

OKKP-D terhadap hasit audit dalam rangka pemberian sertifikat.

(2) Unsur Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin dari:

a. Pakar dan Akademis;

b. Lembaga Penelitian;
c. Praktisi.

Bagian Kelima
I nspektur /.Jabatan Fungsional PMHP

Pasal 1O

(1) Inspektor/Jafung PMHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
d, mempunyai tugas:

a. melaksanakan tugas penilaian dokumen dar-r lapangan;

b, melaporkan hasil kegiatan audit OKKP-D melalui Manajer Teknis;

c. memverifikasi perbaikan temuan ketidaksesuaian.



(2) Inspektur/ Jabatan Fungsional PMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berasal dari Instansi terkait.

Bagian Kecnam
Ma naj"r Ad m in is' r;: si

Pasal 11

Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e,

mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan,

administrasi, personil, dan perlengkapan;

b. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, administrasi, personil dan

perlengkapan;
c. memberikan pelayanan kepada pemasok yang memohon sertifikasi;
d. me mberikan / menolak sertilikasi kepada pemohon atas rekome ndasi Ketua

OKKP D;

e. menjamin penerapan, pemeiiharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu
terkait dengan kegiatan administrasi;

f. mclaporkan pelaksanaan tugas kepada Kctua OKKP-D.

Ba gia n Kctuju h

Manajer Mutu

Pasal 12

Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mcnrpunr.:.i

tugas:

a. mensosialisasikan manajemen mutu kepada seluruh personil OI(KP-D;

b. mengkoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan Dn pe ningkaLan

Sistem Mutu;
c. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen

mutu;
d. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menvusun program pelatihan;

e . me ngkoordinasikan pelaksanaan kaji ulang manajemen;

f. melaksanakan dan bertanggung jau'ab dalam pelilksanaan audiL rnternal;
g. melaksanakan tugas harian Ketua OKKP-D;

h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.



Bagian Kedelapan
Manajer Teknis

Pasal 13

Manajer Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 ayat {l) huruf g,

mempunyai tugas:

a. menye lenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pclaksanaan teknis 1"Lng

melipr:ti pen)rusunan program ke giatan, operasiorrali sasi kegiatan teknis, dar-r

cvaluasi kegiatan t cknis;

b. mengkoordinasikan peiaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;

c. menandatangani se rtifikat sesuai surat penunjukan apabila Ketua OKKPD

berhalangan;
d. menjamrn penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu

terkait dengan kegiatan teknis;

e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Bagian Kcse m bilan
Anggota

PaseLl 14

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, mempunyai

tugas:
a. menyusun bahan masukan guna mendukung tugas Manajer Administrasi,

Manajer Mutu atau Manajer Teknis;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Manajer Administrasi, Manajer Mutu
atau Ma najer Teknis.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

(l) Dewan Pengarah me nyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
a. Rapat periodik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;

b. Rapat evaluasi 1 (satu) tahun sekali;

c. Rapat insidentil sewaktu-waktu diperlukan.
(2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kctua Dcrvan

Pengarah atau yang ditunjuk.



(2)

(1)

Pasal 16

Ketua OKKP-D dalam melaksakan tugasnya berdasarkan ketentLran

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan

oleh Gubernur.
Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKP-D, Komisi Tcknjs,

Inspektor/Jabatan Fungsionai PMHP, Manajer Adminislrasi, Manajer Mutu,
Manajer Teknis, dan anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan OKKP-D maupun der-rgan

instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

PtrMBIAYAAN

Pasal L7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah provrnsi Jawa Tengah;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak me ngikat.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal l8

Pengawasan terhadap operasional OKKP-D dilakukan oleh OKKP-P melalui
verifikasi dan survailen.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Pejabat OKKP-D yang lama
tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dcrrgan
ditetapkannya Pejabat OKKP-D yang baru.



BAB IX

KETtrNTUAN PENUTUP

Pasal 2O

pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 97
Tahun 2OO9 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi .Jawa

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 97) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2? bl 2011

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 ilet 2017
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